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TENTANG

PANITIA PELAKSANA SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2O2O

GUBER.ITUR ITUSA TENGGARA TIMI'R,

Mentnbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NT'I
dan memperoleh data Barang Milik Daerah yang benar,
lengkap, akurat serta dapa.t dipertanggungawabkan, perlu
dilakukan sensus barang milik daerah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 299 ayat (3)
huruf b angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah, dalam rangka pengamanan administrasi
tanah milik daerah dilakukan inventarisasi / sensus
barang milik daerah sekali dalam S (lima) tahun serta
melaporkan hasilnya;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 476 ayat (l) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa
Pengguna melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah
paling sedikit I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

balrwa sesuai ketentuan Pasal 477 Petaturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang
melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa
tanah dan/ atau bangunan yang berada dalam
penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun;

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sensus
barang milik daerah, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Sensus
Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2O2O;

: l. Undang-Undang Nomor & Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);Q

d.

e.

e.

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Itmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O16 Nomor
s47l;

MEMUTUSKAN:

Panitia Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2O2O.

: Panitia Pelalsana sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas mendata, mencatat dan
menghimpun data Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi NTT serta membuat Buku Inventaris dan Buku
Induk Inventaris sebagai hasil pelaksanan sensus Barang
Milik Daerah.

Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dilakukan terhadap Barang Milik
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada
di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota.

Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dimulai pada bulan Juli 2O2O sampai
dengan Desember 2O2Q pada 39 (tiga puluh sembilan)
Perangkat Daerah, meliPuti :

1. Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;
2. Biro Hukum Setda Provinsi NTT;
3. Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT;
4. Biro Umum Setda Provinsi Setda Nfi;
5. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT;

6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Nfi;
7. Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;
8. Sekretariat DPRD Provinsi NTT;
9. Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
10. RSUD Prof. Dr. W, Z. Johannes Kupang;
11. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT;

12. Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTD;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat

Provinsi NTT;
14. Dinas Sosial Provinsi I'ITT dan VVfO; Q

Menetapkan

KESATU

KIDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIUA



KEENA}I

KETUJUH

15. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja
Provinsi NTT dan UPTD;

16. Dinas Pemberdayaan Perempuan
Anal< Provinsi NTT:

dan Transmigrasi

dan Perlindungan

lT.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nfi
dan UPTD:

18. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.NTT
dan UPTD;

19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT;
20. Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan UPTD;
21. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi NTT;
23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT;
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT;
25. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan

UPTD;
26. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT;
27. Dinas Peternakan Provinsi NTT dan UPTD;
28. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Frovinsi NTT;
29. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT;
30. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi NTT;
31. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan

UPTD;
32. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;
33. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
34. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi NTT;
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT;
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT;
37. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT;
38. Badan Penghubung Provinsi NTT; dan
39. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berpedoman pada Petunjuk Teknis yang akan ditetapkan
oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi
NTT.

Dalam melaksanakan tugasnya,
sebagaimana dimaksud dalam

Panitia Pelaksana
Diktum KESATU

bertanggungiawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Tirrrur. p



KEDELI\PAIT

KESEMBILAN :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2O20.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupans
pada Lnggal 'r-5- dUNl 2o2o

ry"''.' GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1014

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tengara fimur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daeratr Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupa.ng;

8. Anggota Panitia masing-masing di TemPat.



I,AIIPIRAN : NTPUTUSAI{ G{IBERXUR I{USA TENGGARA TIIf,UR
NOilOR : 2\j /\<F,P/HK|2O2O
TA![(X}AL : 23 avNt 2o2o

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2O2O

NO NAJVUJABATAN KEDUDUKAN
DALAM PANITIA RINCIAil TUGAS

7 2 3 4
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur Pelindung Menetapkan Kebijakan Sensus BMD dan memberikan Petunjuk

secara umum terkait tugas Panitia Sensus.
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara

Timur
Pelindung Memberikan Petuniuk secara umurn terkait tueas Panitia Sensus.

3. Sekretariis Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Penasehat/ Pengarah Melakukan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sensus
serta memberikan Petunjuk secara umum terkait tugas Panitia
Sensus.

4. Asisten Administrasi Umum Sekda
Peovinsi Nusa Tenggara Timur

Penanggungiawab Membantu melakukan Pengawasan pelaksanaan sensus dan
memberikan Petunjuk secara umum terkait tugas Panitia sensus.



Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi NTT

Ketua a. membantu Pengelola Barang dalam Mengawasi dan
Mengendalikan pelaksanaan Sensus BMD;

b. merumuskan kebijakan Penyusunan Petunjuk Teknis
pelalsanaan Sensus BMD tahun 2O2O-2O21; dan

c. mengoordinir seluruh kegiatan Panitia dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

A Kepala Bidang Analisa Kebutuhan
dan Penatausahaan Aset pada Badan
Pendapatan dan Aset Daerah Prov.
NTT

Sekretaris Mengoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan yang berkaitan
dengan pelaksanaan sensurs barang milik daerah.

7. Sekretaris Badan Pendaoatan dan
Aset Daerah Prov. NTT

Konsolidator I Menjadi Konsolidator dan mereviu Data Sensus Pengguna Barang :

a. Dinas Perhubungan Provinsi NTT;
b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTT;

f.

Sekretariat DPRD Provinsi NTT;
Biro Ekonomi dan Kedasama Setda Provinsi NTT;
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan Anak
Provinsi NTT;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Frovinsi NT'T;
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTI;
Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
Bappelitbangda Provinsi N'I-l;
Badan Penghubung Provinsi NTT;
RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang; dan
Badan Keuangan Daerah Provinsi NT'T.

c.
h.
i.
j.
k.

c.
8. Kepala Seksi Penetapan dan

Penilaian Aset pada Badan
Pendapatan dan Aset Daerah Prov.
NTT

9. Hilaria de J Mendes, SH/ Staf pada
Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Prov. Nfi

10. Alfred Dace I. T\rnliu, S.Kom/ Staf
pada Badan Pendapa.tan dan Aset
Daerah Prov. NTT

11. Andreas H. Belang, S.Kom/ Staf pada
Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Prov. NTT

ry



12. Kepala Bidang Pemanfaatan,
Pemindatanganan dan PenghaPusan
Aset pada BPAD Prov. NTT

Konsolidator II tr,teniaai Konsolidator dan mereviu Data Sensus Pengguna Barang :

a. Biro Umum Setda Provinsi NTT;
b. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT;
c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;

d. Biro Organisasi Setda Frovinsi NTT;
e. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Frov. NTT;
f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT;
g. Dinas Sosial Provinsi NTT;
h. Biro Pengadaan BaranglJasa Setda Provinsi Nfi;
i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT;
j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT;

k. Dinas Kesehatan Provinsi NTT; dan
l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaa@

1't Kasubid. Anal,isa Kebutuhan dan
Pengadaan pada BPAD Prov. NIf

t4. Dra. Fransisca Daima/ Staf Pada
BPAD PTov. NTT

15. Marcel Fredyk Elim, ST/ Staf Pada
BPAD PTov. NTT

16. Lili M. Kotten, SE/ Staf pada BPAD
Frov. Nfi

Kepala Bidang Pendapatan II Pada
BPAD Prov. NTT

Konsolidator III Menjadi Konsolidator dan mereviu data sensus Pengguna Barang :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Prov. I'ITT;

b. Dinas Peternakan Provinsi NTT;
c. Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;
d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTT;

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT;
Dinas Peninaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi NTT;
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT;
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Frovinsi NTT;
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nfi;
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
Biro Hukum Setda Provinsi NTT;
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
NTT: dan

m. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

f.

o
h.

j
k.
1.

18. Kepala Bidang Pendapatan I Pada
BPAD PTov. NTT

19. Kasubid. Penatausahaan Aset Pada
BPAD PTov. NTT

zu. Dorthia Dami/ Staf pada BPAD Prov.
NTT

zt. Miryanti K. Tokan, S.Pd/ Staf Pada
BPAD Prov. NTT

22. Farly Laurens Rata, S.Kom/ Staf
pada Dinas Perhubungan Provinsi
NTT

Juru Sensus I itit daerah Pada Dinas
Perhubungan Provinsi NTT.

23. Martince A.Elsy Manu/ Staf
Dinas Energi dan Sumber
Mineral Prov. NTT

Pada
Daya

Juru Sensus I M;lak""rakan set"u" barang milik daerah pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi NTT.

u



Yonathan Fiah, S.Sos/ Staf pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan

Melaksanakan sensua bar
dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Marselinus Tahu Tetik/ Staf pada
BPAD Prov. NTT

Melaksanakan sensus
Pendapatan dan Aset Daerah provinsi NTT.

Marlinda M. Kitu, S,Si. Apt/ Staf
pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes
Kupang Prov. NTT

Melaksanakan sensus b
W. Z. Johannes Kupang.

Jonas N. Ressie/ Staf pada Biro
Umum Setda Provinsi NTT

M elaksanakan sensus barang m
Provinsi NTT.

Elisabeth Demong, S.Sos/ Staf pada
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTT

Melaksanakan sensus barang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi NTII-

Marthen Tae, S.Sos/ Staf pada
Dinas Sosial Provinsi NTT

Melaksanakan sensus b
Provinsi Nfi.

Fiktor lrnanuel Mau, SE/ Staf pada
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NI*l

Melaksanakan sensus
Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTT.

Fransiskus Atimeta, SE/ Staf pada
Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Melaksanakan 
""n",t. bProvinsi NTT.

Abia Manggoa, A.Md/ Staf pada
Dinas Pekerjaan Umum dan

Melaksanakan sensus bar
Umum dan Perumahan Rakyat provinsi NTT.

Arnold Wadu, S.Ft/Staf pada
Peternakan Provinsi NTT

M elaksanakan sensus barangm@
Provinsi NTT.

Merdianus Kristison Bolla/ Staf pada
Dinas Kepemudaaan dal Olahraga
Provinsi NTT

Melaksanakan sensuG b
Kepemudaaan dan Olahraga provinsi NTT.

Anselmus Mabikafola/ Staf pada
Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi NTT

Melaksanakan sensus bar
dan Ekonomi Kreatif provinsi NTT.

24. Juru Sensus I

25. Juru Sensus I

26. Juru Sensus I

27. Juru Sensus I

24. Juru Sensus I

29. Juru Sensus I

30. Juru Sensus I

31. Juru Sensus I

32.

Perumahan

Juru Sensus I

33. Juru Sensus I

34. Juru Sensus I

2< Juru Sensus I



Johanes Paceli/ Staf pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan provinsi
NTT

Melaksanakar 
".r"r" E"

dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Yan Asraka/ Staf pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Melaksanakan 
".n"dan Perikanan Provinsi NTT.

Jeremias Abimetan, A.Md/ Staf pada
Se kretariLat DPRD Provinsi NTT

Melaksanakan sensus Ear
Provinsi NTT.

Agnes G. Rotuludji, S.Sos/ Staf pada
Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda
Provinsi NTT

Melaksanalan sensus.ar
Kerjasama Setda provinsi NTT.

Megawati Binti Saleh, A.Md/ Staf
pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Juru Sensus II Melaksanakan s"ttsrrs
Pemberdayaan Perernpuan dan Ferlindungan Anak *ovinsi Nusa

Paulus Pempi Dei/ Staf pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi NTT

Juru Sensus II Melaksanakan sensus b
Penanggulangan Bencana Daerali provinsi NTT.

I Putu Parta Wirama, S.STp/ Staf
pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi NTT

Melaksanakan sensus
Kepegawaian Daerah provinsi NTT.

Yoseph Realino Lusong, ST/ Staf
pada Inspektorat Daerah provinsi
NTT

Melaksanakan sen
Daerah Provinsi NTT.

Emanuel Tokan Ola Masan/ Staf
pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi NTT

Juru Sensus II Melaksanakan se

1:Tl"*-:g Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah

Zakarias Foni, S.AP/ Staf pada
Badan Penghubung Provinsi NTT

Melaksanakan s."su"
Penghubung Provinsi NTT.

Diajeng Afrianty Limba, S.STP/ Staf
pada Biro Hubungan Masyarakat dan
Protokol Setda Provinsi NTT

Melaksanakan sens
Masyarakat dan Protokol Setda provinsi NTT.

4t

36. Juru Sensus I

37. Juru Sensus I

38. Juru Sensus II

39. Juru Sensus II

40.

4t.

42. Juru Sensus II

43. Juru Sensus II

44.

45. Juru Sensus II

46. Juru Sensus II



47. Welemsius Tlonaen, SH/
Dinas Perindustrian
Perdagangan Provinsi NTT

Staf pada
dan

Juru Sensus II MEtat*."at "t *.^sts barang milik daerah pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.

48. Julius Lyberthus, SH/ Staf pada Biro
Organisasi Setda Provinsi NTT

Juru Sensus II daerah Pada Biro Organisasi
Setda Provinsi NTT.

49. Disyon Arwadi Fatin, SE/ Staf Pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi NTT

Juru Sensus II Melaksanakan sensus barang m1llk daerah pada L'lnas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT'

50. Thobias R. Foenale, SE/ Staf Pada
Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda
Provinsi NTT

Juru Sensus II Melaksanakan sensus barang milik daerah pada ttlro Pengaoaan

Barang/ Jasa Setda Provinsi Nfi.

51. Marselinus Ndeo, S.Sos/ Staf Pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi NTT

Juru Sensus II Melaksanakan sensus barang milik daerah pacla tlada-n Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

52. James Balenguru, SE/ Staf pada Biro
Pemenntahan Setda Provinsi NTT

Jurrr Sensus II Melaksanakan sensus barang mrllk daerah pada E rro

Pemerintahan Setda Provinsi NT'I.

<2 Wilson Julius Ratu/ Staf pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nfi

Juru Sensus II Melaksanakan sensus barang milik daerah pada urnas Kearslpan
dan Perpustakaan Provinsi NTT.

54. Adrianus E. Parera, SE/ Staf Pada
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi
NTT

Junr Sensus II ffig mitit daerah pada Badan Pengelola

Perbatasan Provinsi NTT.

55. Adelaida N.M.S Panduwal/ Staf pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satlr Pintu
Provinsi NTT

Juru Sensus II Melaksanakan sensus barang milik daerah pada Dlnas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Provinsi NTT'

56. Paulus D. Pattipelohy/ Staf Pada
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
NTT

Juru Sensus II Melaksanakan sensus barang milik daerah pada satuan vorlsr
Pamong Praja Provinsi NTT.
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rah Pada Badan Keuangan
Ctraites Nehemia Polin, A.Md/ Staf
pada Badan Keuangan Daerah

Meta[sanakan sensus barang milik paaa--Bfro Hukum Setda
Ctata e. W. S. S. Meko, SH/ Staf
pada Biro Hukum Setda Provinsi

Pada Badan

F""J"-u."g"n Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nfi'Juru Sensus IIRle*ander N. Nesimnasi/ Staf Pada
Badan Pengembangan Sumber DaYa

Manusia Daerah Provinsi NTT

Mel.dksadkan sensus barang milik daerah pada Hacan

Komunikasi dan lnformatika Provinsi NTT'Yoka E. Nawa/ Staf Pada Dinas
Komunikasi dan Informatika

4y'a .n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NrP. 19620524 198903 1014


